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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Malang  

 

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang disusun untuk 

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh 

transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode 

pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan 

untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk 

melaksanakan kegiatan operasional pemerintah yaitu dengan 

membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang 

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi 

Pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan Perundang-Undangan. 

 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 

posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas 

pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja 

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 

daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 

keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:  

a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;  

b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;  

c)  Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi; 
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d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya;  

e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;  

f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;  

g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.  

 

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan 

kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan 

untuk kepentingan: 

a. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 
 

b. Manajemen 

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan 

sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan 

pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana pemerintah daerah 

untuk kepentingan masyarakat. 
 

c. Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada 

masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak 

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perUndang-Undangan. 
 

d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity) 
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Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah 

penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk 

membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi 

yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban 

pengeluaran tersebut. 

 

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan 

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk 

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang 

berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang 

berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan 

keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:  
 

a) Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan anggaran; dan  

b) Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.  

 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:  
  

a) Aset; 

b) Kewajiban; 

c) Ekuitas Dana; 

d) Pendapatan;  

e) Belanja;  

f) Pembiayaan; dan 

g) Arus Kas. 

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 

tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat 

sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk 

laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan 

keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.  
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1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Malang 

 

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara 

lain: 

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian 

yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: 

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari 

pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-

Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang  Pemerintahan Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 

kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
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Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

17. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2017 tentang 

Penggunaan dan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau;   

18. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 127/PMK.07/2017 tentang 

Pelaksanaan Dana Alokasi Umum dan Tambahan Dana Alokasi 

Khusus Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Perubahan Tahun Anggaran 2017; 

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 2008 Nomor 2 Seri 

E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 

2014; 

20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017; 

22. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan 

Kebijakan  Akuntansi; 

23. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana 

diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 
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25. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017. 

1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah      

Kota Malang 

 

 PEMERINTAH KOTA MALANG 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 
 

Bab I Pendahuluan 

 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Malang 

 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Kota Malang 

 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Kota Malang 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian 

Target Kinerja APBD Kota Malang 

 2.1 Ekonomi Makro 

 2.2 Kebijakan Keuangan 

 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota 
Malang 

 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Pemerintah Kota Malang 

 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian 
Target yang Telah Ditetapkan 

Bab IV Kebijakan Akuntansi 

 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Kota Malang 

 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Kota Malang 

 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang 

 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan 

Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Kota 
Malang. 
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Bab V 

 
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Malang 
 
5.1 Neraca 

5.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

5.3 Laporan Arus Kas (LAK) 

5.4 Laporan Operasional (LO) 

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

5.6 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 

5.7 Pengungkapan Perbedaan antara LRA dan LO  

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non 
Keuangan Pemerintah Kota Malang Lainnya 

 
Bab VII Penutup 

 

 

 


